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Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan dengan judul 
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Terpidana 
Pencabulan dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi” 
penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan remisi 
pada pelaku pencabulan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
174 Tahun 1999 dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian 
remisi pada terpidana pencabulan menurut Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. 
Metode pengumpulan data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, 
yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap editing, yaitu pemeriksaan 
kembali terhadap semua data yang telah diperolah. Organizing, yaitu menyusun 
dan mensistematiskan data yang telah diperoleh, dan analyzing, yaitu 
menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan pola pikir 
deduktif. Dalam hal ini data tentang ketentuan remisi dalam Kepres RI Nomor 
174 Tahun 1999 kemudian dianalisis ke dalam hukum pidana Islam yang 
dikerucutkan pada jarimah takzir. 
Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 
narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat dalam ketentuan perundang-
undangan. Setiap warga binaan pemasyarakatan berhak menerima remisi apabila 
berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana selama enam bulan. Dalam 
kasus pencabulan adalah perbuatan yang melanggar asusila dan tindakan yang 
berdasarkan pada hawa nafsu apabila nafsu itu kembali bisa jadi dia akan 
mengulangi kejahatannya kembali, namun terpidana memiliki hak mendapatkan 
remisi dari pemerintah dengan tujuan reintegrasi kepada masyarakat umum. 
Namun bagaimana hukum Islam memandang kasus tersebut dengan pengurangan 
hukuman atau remisi yang diperoleh dari hukuman yang semula telah ditetapkan 
hakim. 
Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang remisi namun 
dalam hukum Islam terdapat faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman di 
antaranya pemaafan dan taubat. Hukuman takzir dapat dihapuskan dengan alasan 
pemaafan atau pengampunan tetapi tidak dengan hukuman had yang hukumannya 
telah ditetapkan oleh nash sehingga tidak ada alasan untuk menggugurkan 
hukuman, karena takzir ketentuan hukumannya tidak diatur dalam al-Quran dan 
Hadis sehingga kewenangannya dilimpahkan kepada ulil amri. Remisi adalah 
pengurangan hukuman hal ini memiliki kesamaan teori dengan hukuman takzir 
dalam hal pemaaf, bahwa ulil amri berhak memberikan pemaaf atau keringanan 
dengan pengurangan hukuman apabila itu dipandang lebih maslahat. 
Dalam sanksi takzir juga diterangkan tentang hukuman penjara yang 
dibatasi sampai terhukum bertaubat hal ini sama dengan Lembaga 
Pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada 
tanda-tanda bertaubat. Sewajarnya dalam hal pelanggaran seksual yang sangat 
merusak moral dan merusak mental korban setidaknya diimbangi dengan 
hukuman yang berat dengan memandang realita yang terjadi, sehingga tidak 
merugikan bagi si korban dan memeberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran 
baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga 
merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social warga binaan 
pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan 
dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan 
adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga 
binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
1
 
Dalam pelaksanaan sistem pidana penjara khususnya yang menyangkut 
sistem pemasyarakatan remisi berperan sangat penting. Untuk itu dalam 
pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan 
yang sangat strategis sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik yang 
merupakan inti keberhasilan pembinaannya maka narapidana tersebut tidak dapat 
diberikan remisi. 
                                                          
1
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2009), 3. 



































Remisi di Indonesia sendiri secara khusus diatur dalam Keputusan 
Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, namun dalam peraturan tersebut 
tidak memberikan pengertian remisi secara spesifik disana hanya dikatakan 
bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara 
sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang 
bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pengertian 
remisi yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada 




Tentu dalam hal ini setiap warga Indonesia memiliki haknya masing-
masing yang telah diatur dalam undang-undang dan tidak dikenakan bagi orang 
lain untuk melanggar hak setiap warga masyarakat. Hak setiap warga tidak hanya 
diberikan pada warga masyarakat yang bebas dari hukuman bahkan warga 
masyarakat yang terjerat hukumanpun tetap mempunyai hak yang didapatkan 
dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara 
pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan senantiasa memberikan hak pada 
warga binaan antara lain: 
                                                          
2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara 
pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. 



































1. Hak dalam melaksanakan ibadah, setiap warga binaan pemasyarakatan 
berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 
masing-masing. 
2. Hak dalam mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan 
jasmani yaitu di berikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi 
pekerti. 
3. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan. 
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 
5. Hak menyampaikan keluhan kepada kepala lembaga kemasyarakatan atas 
perlakuan petugas atau sesama penghuni lembaga kemasyarakatan terhadap 
dirinya. 
6. Hak mendapat bahan bacaan dan siaran media massa baik berupa media 
cetak maupun media elektronik. 
7. Hak mendapatkan upah atau premi apabila diperlukan untuk memenuhi 
keperluan yang mendasar selama di lembaga kemasyarakatan atau untuk 
biaya pulang setelah menjalani masa pidana. 
8. Hak menerima kunjungan baik dari keluarga, penasihat hukum atau orang 
lain tertentu lainnya. 
9. Hak mendapat remisi apabila selama menjalani masa pidana berkelakuan 
baik. 
10. Hak mendapat asimilasi dan cuti termasuk juga cuti dalam hal mengunjungi 
keluarga. 



































11. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani pidana sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya. 
12. Hak mendapat cuti menjelang bebas. 
13. Mendapatkan hak-hak lain yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini 
adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
3
 
Mengenai hak-hak warga binaan di atas bahwa salah satu hak yang harus 
diperoleh oleh narapidana ketika menjalani masa pidana adalah mendapatkan hak 
remisi atau potongan hukuman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam 
hal ini, orang yang telah melakukan kejahatan sekalipun akan mendapat 
potongan atau keringanan hukuman dari pemerintah. Hukum positif mungkin 
memandang adil akan hal ini dengan reintegrasi kepada masyarakat umum dan 
melihat dari kelakuan baik sementara di dalam penjara. 
Dalam suatu kasus perkosaan gadis di bawah umur yang terjadi di Kediri 
oleh seorang pengusaha besar dan penguasa bisnis, lima gadis pelajar di bawah 
umur yang masih duduk di bangku SD dan SMP menjadi korban Sie Sing yang 
sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Dalam 
perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut 13 tahun penjara. Dengan kata 
lain Sie Sing setidaknya akan dihukum hanya sekitar 13 tahun bisa kurang 
ataupun lebih, belum lagi remisi yang akan diberikan padanya maka hukuman itu 
tidak akan sampai seutuhnya 13 tahun penjara.
4
 Apakah adil terhadap pelaku 
                                                          
3
Ibid 
4Sofyano Zakaria,‛Terjadinya Perkosaan Pelajar Dibawah Umur di Kediri, Adalah Penghinaan 
Untuk Negara Dan Rakyat Yang Bermartabat‛, http://hotfokus.com/2016/05/15/terjadinya-
perkosaan-pelajar-dibawah-umur-di-kediri-adalah-penghinaan-untuk-negara-dan-rakyat-yang-
bermartabat/, 5-4-2017. 



































pemerkosa lima gadis di bawah umur pelajar sekolah dasar dan SMP anak rakyat 
jelata dan miskin hanya dijatuhi hukuman sedemikian rupa. 
Demikian pula dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 
178/Pid.Sus/2014/PN.MJL memutuskan kepada terdakwa Rakiwan Bin Cardiah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan 
sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara 
berlanjut, dan terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun 
dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.
5
 
Dari putusan di atas diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja 
melakukan ancaman dan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan birahinya. Yang 
mirisnya lagi bahwa korban dari tindakan tersebut adalah anak-anak kelas 1 SMP 
yang tidak lain adalah anak tiri terdakwa sendiri. Buruknya tindakan terdakwa 
yang oleh putusan pengadilan hanya dihukum selama 10 tahun. Itu pun tidak 
akan sepenuhnya dijalani selama sepuluh tahun karena masih mendapatkan 
potongan masa hukuman atau remisi. 
Sedangkan kasus pencabulan juga terjadi di Kabupaten Banyuasin bahwa 
pelaku tega mencabuli anak di bawah umur sepulang dari sekolah, diketahui anak 
tersebut masih berusia 10 tahun pada waktu itu pelaku membekap korban yang 
sedang menunggu jemputan di depan sekolah, lalu membawanya kelahan kosong 
untuk melampiaskan hawa nafsunya, beruntung korban dapat melepaskan diri 
dari perlakuan buruk pelaku. Pengadilan Negeri Sekayu memutuskan dalam 
                                                          
5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan 
No.178/Pid.Sus/2014/PN>.MJL. 



































putusan pengadilan Nomor: 243/Pid.Sus/2015/PN.Sky menyatakan terdakwa 
Joko Susanto Bin Yanto Sopian telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, menjatuhkan pidana penjara 
kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
6
 
Begitu pula kasus Oktober Budiawan seorang guru SMA Luar Biasa 
Sukoharjo yang tega mencabuli muridnya sendiri, dengan memanfaatkan kondisi 
murid yang menyandang disabilitas untuk menyalurkan hasrat buruknya. 
Sebelum melakukan terlebih dahulu Oktober Budiawan mempertontonkan video 
porno lalu merayu korban mencium dan meraba-raba bagian vital korban dengan 
kondisi yang penuh nafsu, serta mengancam korban setelah melakukan agar diam 
dan tidak memberi tahu siapa-siapa. Oleh pengadilan terdakwa dipidana penjara 
selama 10 tahun namun pada tanggal 17 Agustus 2016 terdakwa mendapat remisi 
selama empat bulan belum lagi ditambah remisi-remisi yang lain.
7
 
Remisi pasti akan diberikan kepada setiap narapidana dan anak pidana 
kecuali kasus-kasus tertentu karena itu adalah suatu hak yang bagi setiap 
narapidana, dan suatu bentuk tatanan yang sudah pasti diatur oleh undang-
undang. Tetapi adilkah hal tersebut apabila diberikan pada terpidana pencabulan 
anak yang mana telah melakukan tidak pidana yang berat tetapi masih juga 
diberikan potongan hukumannya. Apakah imbas dengan perbuatan pelaku yang 
merusak masa depan dan mental anak, dan sangat ringan sekali pertanggung 
                                                          
6
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN>.Sky  
7Suharno, ‚Napi Kasus Pencabulan Ini Bersyukur Hukumannya Dikurangi Empat Bulan‛, 
http//jateng.tribunnews.com/2016/08/17/napi-kasus-pencabulan-ini-bersyukur-hukumannya 
dikurangi-empat-bulan/, 14-6-2017. 



































jawaban pelaku dengan hukuman sedemikian rupa atas perbuatannya yang telah 
melanggar norma-norma asusila. 
Sebagaimana SK remisi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia nomor : W15-745-PK.01.01.02 Tahun 2017 tentang 
Remisi Umum 17 Agustus  Tahun 2016, memberikan remisi kepada Warkat Bin 
Alm Karta sebanyak satu bulan dan Ahmad Fauzi Bin Ahmad selama dua bulan 
keduanya adalah terdakwa kasus pencabulan anak yang masih di bawah umur.
8
 
Warkat Bin Alm Karta diputus oleh Pengadilan Negeri Magetan dengan pidana 
penjara selama lima tahun,
9
 begitu pula Ahmad Fauzi Bin Ahmad dalam putusan 
Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor : 648/Pid.B/2015/PN.Jmr diputus 
dengan pidana penjara selama lima tahun.
10
 Dan keduanya tidak akan sepenuhnya 
menjalani masa hukuman lima tahun penjara karena setiap tahunnya pasti akan 
mendapat potongan hukuman baik berupa remisi umum maupun remisi khusus. 
Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi serta cita-
cita yang tinggi yang akan diraihnya di masa depan, oleh karena itu anak harus 
dilindungi oleh negara jangan sampai anak dibiarkan, dirampas haknya, dan 
dirusak moralnya, karena negara di masa yang akan datang ada di tangan mereka 
sebagai generasi penerus. 
                                                          
8
Menteri Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Jawa Timur No: W15-745-PK.01.01.02 Tahun 
2017. 
9
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.240/Pid. 
Sus/2015/PN.Mgt. 
10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 648/Pid.B/2015/PN.Jmr. 



































Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UU PA), 
sebagai hukum yang berlaku lebih khusus lex specialis dari KUHP Pasal 82 
menyatakan bahwa: 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 




Dalam hukum Islam konsep hukuman bagi pelaku sangat berbeda dengan 
hukum Barat, karena dalam hukum Islam setiap hubungan yang diharamkan itu 
adalah zina, baik dilakukan orang yang berkeluarga maupun orang yang belum 




Dalam al-Qur’an hanya menjelaskan tentang larangan zina bukan tentang 
pencabulan. Dalam hukum Islam jangankan berciuman ataupun hanya 
berpegangan antara lawan jenis yang bukan muhrim, melihat yang menimbulkan 
syahwat juga tidak diperbolehkan karena akan membawa ke arah zina, 
sebagaimana dalam QS. al Isra’ ayat 32: 
لايِبَس َءاَسَو ًةَشِحَاف َناَك ُهَّنِإ َانِّزلا اُوبَرْق َت لاَو 
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
13
 
                                                          
11
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
12
A.Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 35. 
13
Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Departemen  Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan 
Terjemahannya, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2006), 285. 



































Konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebarluasnya tindak 
pencabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa 
perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentigan perorangan, tetapi terlebih-
lebih kepentingan masyarakat. 
Dalam hukum Islam diatur pula hukum tentang persetubuhan karena 
dipaksa, para ulama sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang 
dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Dalam hal ini 
keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat. Alasannya adalah 
firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 173:
14 
                         
Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia 
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada 




Apabila perbuatan tersebut bagi pelaku telah memenuhi syarat-syarat 
untuk dikenakan had, maka dia harus dihukum had berupa hukuman cambuk. 
Karena hukuman yang telah pasti yang telah tercantum dalam nash baik al-Quran 
maupun Hadis. Akan tetapi apabila pelaku tidak memenuhi syarat untuk 
dihukum had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau 
tempatnya. Seperti kasus percobaan zina, seperti meraba-raba, berpelukan 
dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual,
16
 
demikian pula perbuatan cabul yang tidak sampai pada perbuatan zina baik itu 
                                                          
14
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)., 21. 
15
Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan 
Terjemahannya…, 26. 
16
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, 256. 



































berupa paksa maupun sukarela. Maka hukuman tersebut berupa jarimah ta’zir 
yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. 
Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa pelaku tindak perzinaan 
dalam hukum Islam, sekalipun itu dilakukan antara dua orang yang suka sama 
suka harus tetap dihukum dengan hukuman yang telah disyariatkan. Apalagi 
perbuatan itu dilakukan secara paksa dan keji oleh pelaku dan ditujukan pada 
anak-anak selaku korban kejahatan sungguh sangat biadab berbuatan tersebut. 
Pantaskah orang yang melakukan perbuatan yang sangat berat terlebih-lebih 
dalam kacamata hukum pidana Islam masih mendapatkan ampunan yang dalam 
negara kita sudah pasti adanya pemotongan hukuman yang disebut remisi pada 
setiap tahunnya. 
Dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara rinci tentang remisi 
namun dalam hukum Islam dikenal faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman 
ta’zir diantaranya meninggalnya si pelaku, pemaafan, taubat, dan kadaluarsa.17 
Menurut Sudarsono, remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan 
kepada seorang yang dijatuhkan pidana.
18
 Dalam hukum Islam, pemaafan atau 
pengampunan masuk pada salah satu sebab hapusnya hukuman ta’zir, tapi tidak 
menghapuskan seluruhnya. 
Para fuqaha memberikan dalil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus 
ta’zir antara lain sabda Rasulullah SAW. : 
 ْ  ُ َ  َْي ِ َ اْوُزَواَ ََو  ْ ِ ِِساَ َ  ْ ِ اْو ُ َب ْ ِا .     هاور  
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Taubat juga bisa menghapuskan sanksi ta’zir apabila taubat menunjukkan 
adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan 
diri darinya, dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali 
melakukannya. Sedangkan bila berkaitan dengan hak adami harus ditambah 
dengan satu indikator lagi, yaitu melepaskan kedzaliman yang dalam hal ini 
adalah minta maaf kepada korban. Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa 
ayat 16: 
                                
     
 
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, 
Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya 
bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya 




Dari pemaparan latar belakang di atas terdapat masalah tentang 
pemberian remisi pada pelaku pencabulan, maka dari itu penting kiranya penulis 
mengangkat judul skripsi tentang ‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 
Pemberian Remisi Pada Terpidana Pencabulan Dalam Keputusan Presiden 
Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi‛ yang notabene pencabulan adalah 
tindakan kejahatan yang berdasarkan pada hawa nafsu, apabila dia dihukum dan 
masih diberi keringanan hukuman ketika hawa nafsu itu bangkit kembali bisa 
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jadi dia akan mengulangi kejahatannya, karena manusia diciptakan, dikaruniai 
dengan akal dan nafsu. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Identifkasi masalah dari latar belakang di atas untuk menjelaskan 
kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dan 
inventarisasi akan kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah, maka dari 
itu penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pencabulan. 
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. 
3. Sanksi pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. 
4. Pemberian remisi pada pelaku tindak pidana menurut Keppres RI No. 174 
Tahun 1999. 
5. Pandangan hukum Islam terhadap pemberian remisi pada pelaku tindak 
pidana pencabulan. 
Untuk menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang 
masuk dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan didekati dan 
dibahas maka penulis membuat batasan sebagai berikut: 
1. Pemberian remisi pada pelaku pencabulan menurut Keppres RI No. 174 
Tahun 1999. 
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi pada terpidana 
pencabulan menurut Keppres RI No. 174 Tahun 1999. 



































C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang supaya dapat menjelaskan 
permasalahan dan penelitian yang dikaji, maka dari itu perlu adanya pokok 
perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan remisi pada pelaku pencabulan menurut Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi pada 
terpidana pencabulan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 174 Tahun 1999? 
 
D. Kajian Pustaka 
Mengenai penelitian tentang pemberian remisi menurut hukum Islam di 
Indonesia, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang remisi, maka 
dalam kajian pustaka ini, penulis mengkaji beberapa karya ilmiah yang 
membahas masalah remisi antara lain : 
1. Skripsi yang ditulis oleh Rustam Nawawi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta tentang "Keadilan dalam Pemberian Remisi Di Indonesia 
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam".21 Dalam skripsi ini 
dipaparkan tentang landasan hukum pemberian remisi, praktek dan 
tanggapan masyarakat, juga dijelaskan mengenai pertimbangan kenapa 
seorang narapidana diberikan remisi. Menurut pandangan penulis bahwa 
dalam kajian skripsi ini hanya menjelaskan cakupan akan keadilan 
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pemberian remisi. Objek pemberian remisi masih sangat umum tidak 
terkhusus pada tindak pidana tertentu dan ini akan menghasilkan 
penelitian yang sangat berbeda. 
2. Skripsi yang berjudul ‚Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam‛ 
yang ditulis oleh Ahmad Faudul Aufa mahasiswa STAIN Kudus tahun 
2016.
22
 Dalam skripsi yang ditulis Ahmad Faudul Aufa hanya 
memberikan pandangan akan pemberian remisi pada tindak pidana 
pembunuhan baik dalam hukum Islam maupun hukum positifnya. Karya 
tulis ini berbeda jauh dari apa yang akan penulis teliti, salah satu adanya 
hukuman adalah bagaimana agar pelaku jera. Faktor yang melatar 
belakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana 
pencabulan sangat jauh berbeda karena pada tindak pidana pencabulan 
adalah di latar belakangi oleh hawa nafsu. Apabila seorang terpidana 
pencabulan masih diberi potongan hukuman yang namanya nafsu tidak 
akan hilang dan akan datang kapan saja. 
3. Skripsi karya Inayatur Rahman Mahasiswa UIN Sunan Ampel yang 
berjudul ‚Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi 
Bagi Pelaku Tindak Pidana (Analisis Yuridis Keppres RI No. 174 Tahun 
1999)‛.23 Skripsi ini membahas tentang pemberian remisi menurut filsafat 
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hukum Islam yang memberikan pandangan pada narapidana apakah telah 
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga memberikan 
pandangan yang berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti karena 
selain remisi juga menekankan pandangan hukum Islam pada objek pelaku 
terpidana. 
 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menjelaskan ketentuan remisi pada pelaku tindak pidana pencabulan 
menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. 
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi 
pada terpidana pencabulan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 174 Tahun 1999. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
1.    Manfaat Teoritis 
a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 
tentang remisi dalam hukum pidana Islam. 
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang 
relevan. 
2.    Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi penulis untuk dijadikan 
ilmu pengetahuan tentang hukum pidana Islam terhadap pemberian 
remisi. 



































b. Sebagai koreksi dan kritik bagi masyarakat dan pemerintah akan 
kebijakan-kebijakan penegakan hukum terhadap pemberian remisi. 
c. Memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana menjadi masyarakat 
yang baik dan tidak buta akan hukum. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk Menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, 
maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul 
tersebut : 
1. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak 
pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf 
(orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman 
atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan Hadis, yang 
mengenal tiga macam hukuman yaitu qisas, had, dan ta’zir. Dalam 
hukuman ta’zir juga mengenal istilah pengurangan hukuman baik berupa 
pemaaf maupun taubat, yang sangat sesuai dengan hukum positif dalam 
pengurungan hukuman disebut dengan remisi.
24
 
2. Remisi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 
adalah ‚pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada 
narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan‛. 
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3. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25
 Yang dimaksud dalam 
kasus ini adalah terpidana Pencabulan, yaitu segala perbuatan yang 
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkup 




H. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka sebagai bahan dasar 
penulisannya, kemudian penulis menggunakan literatur untuk menganalisis. 
Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang 
menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan 
bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan 
kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai 
pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.
27
 
1. Data dan Sumber Data 
a. Data  
1) Data primer yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap 
narapidana pencabulan dalam Keputusan Presiden Nomor 174 
Tahun 1999. 
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2) Data sekunder yang membahas tentang Hukum Pidana Islam yang 
menyangkut pemidanaan dan pengampunan terhadap pemberian remisi 
pelaku tindak pidana pencabulan. 
b. Sumber data  
1) Sumber data primer penelitian ini adalah sumber yang secara langsung 
menjadi tujuan penelitian, yaitu: Keputusan Presiden Republik 
Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. 
2) Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi 
sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Selain al-Qur'an 
dan Hadis. Data sekunder yang berhasil diperoleh adalah: 
a) SK Remisi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. 
b) Dwidja priyatno, Sisitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di 
Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). 
c) A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan 
Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). 
d) Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 
e) R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut 
Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasiona, t.t). 







































2. Teknik Pengumpulan data 
a. Dokumentasi  
Yaitu metode pengumpulan data dengan menghimpum dan menganalisis 
dokumen-dokumen.
28
 Dalam skripsi ini dokumen yang ditelaah yaitu 
Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. 
b. Teknik Pustaka  
Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku 
yang berkaitan dengan penelitian kasus terpidana pencabulan yang 
mendapat remisi, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan 
menganalisis berdasarkan data yang diperoleh tersebut. 
3. Teknik Pengolahan Data 
Setelah seluruh data terkumpul kemudian diolah dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut:  
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah 
diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, 
keselarasan, dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.
29
 




c. Analyzing, yaitu memberikan analisis hukum pidana Islam mengenai 
pemberian remisi terhadap terpidana pencabulan menurut Keppres RI 
No. 174 Tahun 1999. 
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4. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 
melalui metode deskriptif analisis dan pola pikir deduktif untuk 
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 
menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
31
 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif 
analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan apa adanya sehingga 
membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.
32
 
Dalam hal ini data tentang ketentuan remisi dalam Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 kemudian dianalisis ke dalam 
hukum pidana Islam yang mengerucutkan pada jarimah ta’zir. 
Pola fikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, 
dalil-dalil dan pendapat atau variabel yang bersifat umum dalam hal ini 
jarimah ta’zir kemudian diaplikasikan dalam variabel khusus yaitu 
menyangkut ketentuan remisi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 174 Tahun 1999. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Supaya dapat dipahami permasalahan dalam penelitian ini, maka 
dibentuklah bab-bab yang di dalamnya terdapat sub bab-sub bab secara 
sistematis agar lebih terarah. 
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Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan 
gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi latar 
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II, bab ini membahas landasan teori tentang pengertian dan dasar 
hukum pemaaf dalam hukum Islam, serta hukuman bagi tindak pidana 
pencabulan menurut hukum pidana Islam. Maka dari itu penulis menguraikan 
tentang pengertian dan unsur jarimah takzir, jarimah takzir yang berkaitan 
dengan kejahatan terhadap kehormatan, macam-macam sanksi takzir, dan 
pengampunan dalam hukum pidana Islam. 
Bab III, dalam bab ini penulis menguraikan tentang ketentuan remisi 
menurut Keppres RI No. 174 Tahun 1999. Yang meliputi tindak pidana 
pencabulan, dasar dan syarat pemberian remisi, remisi dalam KEPPRES No. 174 
Tahun 1999, dan SK remisi kementrian hukum dan hak asasi manusia. 
 Bab IV, bab ini menguraikan tentang analisis pemberian remisi pada 
pelaku pencabulan dan analisis hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi 
pada pelaku pencabulan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
174 Tahun 1999 Tentang Remisi. 
Bab V, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan 
jawaban dan rangkuman dari rumusan masalah. 









































A. Pengertian dan Unsur Jarimah Takzir 
Takzir menurut bahasa adalah masdar (kata dasar) bagi „azzara yang 
berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, 
membantu. Dalam al-Quran disebutkan: 
                          
Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 
(agama)-Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi 




Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut 
dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum 
untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. 
Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini. 
1. Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah. 
Takzir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh 
hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan 
pelakunya. 
2. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah Al-Risywah fi Al-
Syari‟ah Al-Islamiyyah. 
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Takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau 
hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan 
kafaratnya. 
3. Abdul Aziz Amir dalam Al-Ta‟zir fi Al-Syari‟ah Al-Islamiyyah. 
Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib 
sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak 
termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat. 
4. Abdul Qadir Audah dalam Al-Tasyri‟ Al-Jina‟i Al-Islami Muqaranan bi 
Al-Qanun Al-Wad‟i. 
Takzir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis 
sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang 
oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu. 
5. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. 
Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syara’ tidak 
ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada 
penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
yang sesuai dengan kejahatannya.
34
 
Para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan 
oleh al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak 
Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum 
dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Takzir sering juga 
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disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak 
diancam dengan hukuman had atau kaffarah. 
Para ulama pada umumnya memperbolehkan penggabungan antara had 
dan takzir selama memungkinkan. Misalnya dalam mazhab Hanafi pezina yang 
ghair muhsan dijilid seratus kali sebagai had lalu dibuang satu tahun sebagai 
takzir bila ulil amri menganggap padanya ada maslahat. Demikian pula dalam 
mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i penggabungan antara had dan takzir itu 
diperbolehkan, seperti mengalungkan tangan pencuri setelah dipotong dan 
menambahkan empat puluh kali jilid bagi peminum khamr. 
Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan       
kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah : 
ةَح َْصَمْلا َع َُرْوَُدُير ِْيزْعَّ لا 
 “Takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”35 
 
Perbedaan yang menonjol antara jarimah hudud, kisas, dan jarimah takzir 
adalah: 
a. Dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan, baik perorangan maupun ulil 
amri. Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan 
pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah 
ditetapkan. Sedang dalam jarimah takzir, kemungkinan pemaafan itu ada, 
baik oleh perorangan maupun oleh ulil amri, bila hal itu lebih maslahat. 
b. Dalam jarimah takzir hakim boleh mengambil hukuman yang lebih tepat 
bagi si pelaku sesuai dengan kondisi si pelaku, situasi dan tempat 
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kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim 
hanyalah kejahatan material. 
c. Pembuktian jarimah hudud dan qishash harus dengan saksi dan pengakuan, 
sedangkan pembuktian jarimah takzir sangat luas kemungkinannya. 
d. Hukuman had maupun kisas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, 
karena syarat menjatuhkan had pada si pelaku harus sudah baligh, 




Jarimah takzir sendiri apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi 
menjadi dua, yaitu jarimah takzir yang berhubungan dengan hak Allah, dan 
jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan. Jarimah takzir yang 
menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan 
kemaslahatan umum. Misalnya berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang 
tidak memenuhi syarat, melakukan perbuatan zina yang tidak memenuhi syarat, 
menimbun bahan-bahan pokok, dan lain sebagainya. Sedangkan jarimah takzir 
yang berhubungan dengan hak perorangan (individu), yaitu setiaap perbuatan 
yang menyebabkan akan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak atau 




Dalam hal lain suatu hukum yang hampir menyamai dengan takzir adalah 
mukhalafat dimana hak pemberian hukuman diberikan pada negara atau khalifah. 
Mukhalafat sendiri adalah tidak sejalannya dengan perintah syariat dan larangan 
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yang telah ditetapkan oleh negara. Namun dapat dipahami bahwa khalifah tidak 
boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Khalifah hanya 
mengatur urusan dan aktivitas rakyat, dan mengatur kemaslahatan rakyat. Seperti 
pembuatan perundang-undangan oleh khalifah, dimana perundang-undangan 
tersebut wajib dilaksanakan oleh semua rakyatnya. Dengan demikian menentang 
atau melanggarnya adalah perbuatan maksiat. Jadi perkara-perkara yang mengikat 
masyarakat tidak dilaksanakan, dan apa yang dilarang dilanggar oleh masyarakat, 
maka hal itu dianggap sebagai kejahatan yang dikenai sanksi. Perbuatan-
perbuatan semacam ini disebut mukhalafat. Dan sanksi-sanksi yang dikenakan 
bagi kejahatan-kejahatan tersebut dinamakan juga mukhalafat.
38
 
Syariat Islam memang telah memberikan hak kepada pemerintah untuk 
memerintah dan melarang manusia, dan menetapkan pelanggaran terhadapnya 
sebagai kemaksiatan. Syariat juga memberikan kepada pemerintah untuk 
menjatuhkan sanksi bagi masyarakat atas perbuatan yang melanggar hukum dan 
mengatur pula batasan ukuran hukumannya. Itu sebabnya mukhalafat mirip 
dengan takzir yang dari sisi keberadaannya, sanksinya tidak ditetapkan oleh 
syar’i, yang mana perkara ini diserahkan pada khalifah (pemerintah) atau qadli 
(wakil dari khalifah). Perbedaan antara mukhalafat dengan takzir ialah dimana 
mukhalafat seseorang dijatuhi sanksi karena meninggalkan perbuatan yang 
diperintah oleh penguasa, dan mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh 
penguasa. Sedangkan takzir adalah meninggalkan perintah syari’at dan 
mengerjakan apa yang telah dilarang oleh syari’at Islam. 
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B. Jarimah Takzir yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kehormatan  
Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina 
dan menghina orang. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan takzir adalah 
perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had,
39
 atau 
terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai 
orang yang telah meninggal. 
Termasuk jarimah takzir adalah percobaan perzinahan atau pemerkosaan 
dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun 
dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandang kasus 
tersebut hukum perorangan melainkan hak masyarakat. Jika hal itu adalah hak 
masyarakat maka deliknya pun bukan delik aduan namun delik biasa.
40
 
Garis-garis besar mengenai pelanggaran terhadap kehormatan adalah 
perbuatan-perbuatan cabul, penculikan, perbuatan-perbuatan yang melanggar 
etika kesopanan, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.
41
 
Namun dalam hal ini ditekankan pada pembahasan pelanggaran terhadap 
kehormatan hanya pada permasalahan yang berhubungan dengan kasus 
pencabulan.  
1. Setiap orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan, atau 
berusaha melakukan homoseksual dengan laki-laki, namun tidak sampai 
melakukan dosa besar (berzina/homoseksual). Seandainya tidak sampai 
melakukan kejahatan tersebut (zina/homoseksual), maka ia akan diberi sanksi 
penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika korban 
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kejahatan (pencabulan itu) adalah orang yang berada di bawah kendalinya, 
seperti membantu perempuan atau pembantu laki-lakinya, atau pegawai laki-
laki atau perempuan yang ia miliki, atau yang lain, maka bagi pelaku akan 
dikenakan sanksi yang paling maksimal. Baik laki-laki maupun wanita yang 
melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi yang sama, jika 
melakukannya tanpa ada paksaan.
42
 
2. Barangsiapa membujuk dengan harta atau dijanjikan akan dinikahi, atau 
bujukan lainnya, kemudian ia menggauli wanita itu, seperti ia menggauli 
istrinya, serta melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan yang dilakukan 
seorang suami terhadap istrinya kecuali bersetubuh maka akan dikenakan 
sanksi penjara sampai empat tahun lamanya. Siapa saja yang melakukan hal 
tersebut dengan mahramnya, meskipun tanpa ada bujukan, maka akan 
dikenakan sanksi penjara sampai 10 tahun lamanya, ditambah dengan 
hukuman jilid dan diasingkan. Seorang wanita juga akan diberi sanksi serupa 
jika melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya. Barangsiapa 
memerintah seorang wanita atau laki-laki untuk melakukan perkara-perkara 
yang melanggar adab, atau memaksa keduanya untuk melakukan perbuatan 
cabul, merayu keduanya dengan kata-kata cabul, maka akan dikenakan sanksi 
penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Orang yang ada di bawah perintah akan 
dikenakan sanksi serupa jika ia melsakukan perintah tersebut. 
3. Barangsiapa mengeluarkan perintah untuk memperdaya wanita atau laki-laki 
dengan pekerjaan fiktif, atau dengan kekerasan, ancaman, atau pemberian 
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uang, atau yang lainnya, maka terhadap pelakunya dikenakan sanksi penjara 
hingga 3 tahun dan dijilid. Dan orang yang memperdaya wanita atau laki-laki 
tersebut akan dikenakan sanksi serupa. 
4. Siapa saja yang mendorong seseorang atau lebih, baik laki-laki maupun 
wanita untuk melakukan dosa dan kerusakan, atau memudahkan, atau 
membantunya (untuk melakukan dosa dan kerusakan), maka akan diberikan 
sanksi penjara hingga 2 tahun lamanya. Orang yang terdorong untuk 
melakukan dosa dikenakan sanksi serupa jika ia menerima dorongan tersebut. 
5. Setiap orang yang memudahkan orang lain untuk berzina atau melakukan 
liwath (homoseksual) dengan sarana apapun dan cara apapun, baik dengan 
dirinya sendiri atau orang lain, tetap akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 
tahun dan dijilid. Jika orang tersebut adalah suami atau mahramnya maka 
sanksi akan di perberat yakni di penjara hingga 10 tahun.
43
 
6. Setiap orang yang menginapkan wanita asing atau seorang wanita 
menginapkan laki-laki asing di rumahnya namun kemudian ia pergi dengan 
segera, maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara 6 bulan hingga 1 tahun. 
7. Jika ada dua orang saling menghina, sementara keduanya tidak memiliki 
bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 
4 tahun. 
8. Setiap orang yang bercumbu rayu dan bersenda gurau sambil tidur 
(berduaan); baik laki-laki maupun perempuan tapi tidak sampai melakukan 
jima’, maka akan dikenaakan sanksi penjara hingga 4 tahun. Barangsiapa 
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melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya, maka akan dikenakan 
sanksi penjara 10 tahun, ditambah hukuman jilid, dan akan diasingkan. Jika 
tidak sampai terlena dan tidur, maka hanya akan dikenakan sanksi penjara 
selama 2 tahun. Dan orang yang dicumbuinya akan dikenakan sanksi serupa, 
yakni dipenjara selama 2 tahun jika terbukti melayani ajakan dari tersangka.  
9. Jika seorang wanita menari dengan maksud jelek (jahat); dalam bentuk yang 
melanggar adab umum, pada tempat yang terbuka, atau mirip terbuka yang 
mudah dilihat oleh masyarakat maka si penari tersebut dikenakan sanksi jika 
penari tersebut melakukan atas pilihannya (kehendak sendiri), maka akan 
dipenjara selama 3 tahun. 
10. Setiap orang yang melakukan tarian atau gerakan-gerakan erotis 
(merangsang) yang dapat membangkitkan syahwat di tempat umum; seperti 
dijalan, warung, kafe dan sebagainya, maka akan dikenakan sanksi penjara 
sampai 6 bulan lamanya. Jika ia mengulangi perbuatannya, maka sanksinya 
akan ditambah menjadi hukuman penjara selama 2 tahun dan dijilid.
44
 
11. Setiap orang yang bersetubuh dengan hewan, akan dikenakan sanksi penjara 
sampai 5, kemudian dijilid dan diasingkan. 
12. Setiap orang yang melakukan aktifitas riba, atau yang berhubungan dengan 
riba, atau yang menjadi saksi atas perbuatan tersebut,atau yang menjadi 
penulisnya, maka kepada mereka akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara 












































C. Macam-Macam Sanksi Takzir 
Maksud utama sanksi takzir adalah sebagai preventif dan represif serta 
kuratif dan edukatif. Atas dasar ini takzir tidak boleh membawa kehancuran. Yang 
dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan 
dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman takzir), 
sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan 
terhukum. 
Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi takzir harus 
memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga tidak lagi melakukan 
perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir. Oleh karena itu, 
sanksi takzir itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, 
harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan 
prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah bahwa 
sanksi takzir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum 
dikemudian hari. 
Yang dimaksud dengan fungsi edukasi adalah bahwa sanksi takzir harus 
mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga 
ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan 
semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting 
dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan 
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Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal 
sanksi takzir yang berupa penjara tidak memberikan batas waktu bagi lamanya 
penjara, melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai si terhukum 
bertaubat sebagai pembersih dari dosa. Untuk menjaga kepastian hukum, perlu 
batas waktu hukuman penjara. Hanya saja pembinaan di lembaga pemasyarakatan 
harus efektif sehingga si terhukum waktu keluar telah taubat. 
Dari uraian mengenai maksud sanksi takzir, sanksi takzir itu macamnya 
beragam, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Sanksi takzir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini 
adalah hukuman mati dan cambuk. 
a. Hukuman Mati 
Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati 
apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa 
kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-
ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh orang kafir 
dzimmi yang baru masuk Islam. 
Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan 
hukuman mati sebagai takzir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan 
terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. 
Demikian pula sebagian Syafi’iyah yang membolehkan hukuman mati, 
seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga 



































diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang 
menyimpang dari al-Qur’an dan sunnah.47 
Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir 
beralasan dengan hal-hal berikut; 
1) Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada 
jalan lain lagi, boleh dihukum mati. 
2) Hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud 
  قّرفي وأ  كاصع ّقشي نأ ديري دحاو لجر ى ع عيجم  كر أو  كاتأ   
 هو   اف  ك عاجم(     هاور) 
 
Barang siapa datang kepada kalian, ketika kalian berada dalam  
suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak 
tongkat (persatuan) atau memecah-belah kalian, maka bunuhlah 




Adapun ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati 
sebagai sanksi takzir, beralasan dengan hadis berikut. 
 بّيشلا ثلاث ىدحإب ّلاإ للها لوسر ّنّأو للها ّلاا هلإ لا نأ د شي      ئر ا مد ّليح لا
 ةعامج ل قرافلما ه يدل كرا لاو سف لاب سف لاو نىازلا(     هاور) 
 
Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Alloh dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah 
satu dari tiga sebab ini, yaitu kisas pembunuhan, pezina muhsan, 
dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari 
jamaah. (HR. Muslim)49 
 
 Berdasarkan hadis tersebut, hanya tiga jenis jarimah itulah yang 
dapat dijatuhkan hukuman mati. 
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b. Hukuman Cambuk  
Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah 
takzir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi 
pelaku jarimah zina ghairu muhsan dan jarima qadzf. Namun dalam 
jarimah takzir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah 
cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat 
kejahatan. 
Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa 
keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut. 
a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena 
dirasakan langsung secara fisik. 
b) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cabukan yang 
berbeda-beda. 
c) Berbiaya rendah. Tindak membutuhkan dana besar dan 
penerapannya sangat praktis. 
d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat 
pribadi dan tidak sampai melantarkan keluarga terhukum.
50
  
Menurut para ulama contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi 
takzir adalah : 
a) Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman Umar bin Khattab; 
b) Percobaan perzinahan; 
c) Pencuri yang tidak mencapai pada satu nishab; 
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d) Kerusakan akhlak; 
e) Orang yang membantu perampokan; 
f) Jarimah-jarimah yang diancam hukuman jilid sebagai had, namun 
terdapat kesyubhatan dalam perbuatan tersebut. 
Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam 
jarimah takzir, ulama berbeda pendapat. 
a) Mazhab Hanafi. Tidak boleh melampaui batas hukuman had. Hal 
ini sesuai hadis berikut. 
Barangsiapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, 
maka ia termasuk melampaui batas. (HR. Al-Baihaqi dari Nu’am 
bin Basyir dan Al-Dhahak) 
b) Abu Hanifah. Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi 
peminum khamr adalah dicambuk 40 kali. 
c) Abu Yusuf. Tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku 
qadzf adalah dicambuk 80 kali. 
d) Ulama Malikiyah. Sanksi takzir boleh melebihi had selama 
mengandung maslahat. Mereka berpedoman kepada keputusan 
Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma’an bin Zaidah 100 
kali karena memalsukan stempel baitul mal.
51
 
Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan 
ukuran cambuk tersebut mu‟tadil, tidak kecil juga tidak besar. 
Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan mencambuk 
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seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta 
cambuk yang lebih besar. Lalu diberikan kepada beliau cambuk yang lebih 
besar. Menurut beliau, cambuk itu terlalu besar dan beliau meminta 
cambuk yang pertengahan (antara cambuk kecil dan cambuk besar). Atas 
dasar inilah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa umtuk mencambuk harus 
digunakan cambuk yang sedang, karena memang sebaik-baiknya perkara 
adalah yang pertengahan.  
Dari berbagai macam jumlah hukuman jilid pada jarimah takzir 
tidak lain adalah harus melihat dari kasus jarimahnya. Sebagaimana bila 
jarimahnya itu adalah percobaan perzinahan atau perbuatan cabul, maka 
hukumannya yaitu takzir sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab 
jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman 
maksimalnya (bagi ghairu muhsan) 100 kali jilid. Karena 




2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting 
dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan. 
a. Hukuman Penjara 
Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu 
al-habsu dan al-sijnu yang keduanya bermakna al-man‟u, yaitu 
mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-habsu ialah menahan 
seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik 
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itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud 
dengan al-habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah 
wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia 
membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk 
dijadikan penjara. Selanjutnya hukuman penjara ini dibedakan menjadi 
dua, yaitu sebagai berikut.
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1) Hukuman penjara terbatas  
Hukum penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama 
waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara untuk 
jarimah penghinaan, menjual khamr, memakan riba, berbuka puasa 
pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang 
dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu. 
Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. 
Sebagian ulama bahwa lamanya hukuman penjara adalah dua atau 
tiga bulan dan pendapat yang lain lamanya diserahkan pada hakim. 
Al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam takzir ini 
berbeda lamanya tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya.  
Tentang batas terpanjang dan terpendeknya penjara juga tidak 
ada kesepakatan dikalangan ulama. Batas terpanjang hukuman 
penjara menurut Ulama Syafi’iyah adalah satu tahun, diqiyaskan 
pada hukuman buang. Dan batas terendahnya menurut Ibnu 
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Qudamah diserahkan pada Ulil amri. Sebagian ulama yang lain 
menentukan batas terendahnya adalah satu hari.
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2) Hukuman penjara tidak terbatas  
Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan 
berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau 
bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara 
seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum 
positif Indonesia. 
Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat 
adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga 
pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum 
yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, 
seseorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda 
perbaikan dalam pelakunya.  
Demikian pula dengan pengaturan Lembaga Pemasyarakatan 
dan pengadministrasiannya agar berjalan dengan baik dan membuat 
napi agar bertaubat ini sesuai dengan syariat. Adapun biaya 
pelaksanaan hukuman penjara seperti makan, minum, pakaian, dan 
pengobatan para napi adalah menjadi tanggung jawab baitul mal, 
atau dalam negara kita di tanggung oleh negara.
55
 
b. Hukuman pengasingan 
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Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang 
dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. 
Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh 
tersebut. Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat 
sebagai berikut. 
1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjatuhkan 
(membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam. 
2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan 
artinya dibuang dari satu kota ke kota lain. 
3) Menurut Imam Syafi’i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan 
sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku 
siasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkan dari 
keluarga dan tempat tinggal. 
4) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, 
pengasingan artinya dipenjarakan. 
Namun dalam praktiknya hukum sangat bergantung pada berbagai hal, 
seperti wilayah suatu negara yang memberlakukan hukum. Oleh karena itu 
jika suatu negara tidak menerpkan hukum pidana islam, syariat islam pun 
tidak berlaku sebagai undang-undang positif.
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3. Hukuman Takzir yang Berkaitan dengan Harta 
Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir 
dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh 
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muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman takzir dengan cara mengambil 
harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi’i, 
Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini menjadi tiga 




a. Menghancurkannya (Al-Itlaf) 
Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir berlaku untuk 
barang-barang yang mengandung kemungkaran. Contoh: 
1) Penghancuran patung milik orang Islam. 
2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung 
kemaksiatan. 
3) Penghancuran alat dan tempat minum khamr. Khalifah Umar pernah 
memutuskan membakar kios minuman keras milik Ruwaisyid. Umar 
pun memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid. Demikian pula 
Khalifah Ali pernah memutuskan membakar kampong yang menjual 
khamr. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab 
Hanbali dan Maliki. 
4) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air 
untuk dijuual, karena apabila susu sudah dicampur dengan air, maka 
akan sulit mengetahui masing-masing kadarnya. 
Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban 
dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar 
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pemikiran ini, Imam Malik dalah riwayat Ibnu Al-Qasim dengan 
menggunakan istihsan, membolehkan penghancuran atas makanan yang 
dijual melalui pnipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, 
seperti halnya susu yang dicampur air. Dengan demikian dua kepentingan 
dapat tercapai sekaligus, yaitu penghancuran. 
b. Mengubahnya (Al-Ghayir) 
Hukuman takzir yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain 
mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara 
memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga. 
c. Memilikinya (Al-Tamlik) 
Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain 
Rasulullah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-
buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah 
Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkkan 
barang temuan. 
Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri 
sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, 
atau denda terhadap oranng yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau 
mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa 
saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu 
hukuman denda disertai cambuk.
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Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari 
hukuman denda Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam 
denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak 
dipastikan kesempurnaanya. 
1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang 
mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. 
Misalnya, pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang 
buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban, dan 
hukuman bagi wanita yang nusyuz kepada suaminya adalah gugur 
nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya. 
2) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan 
melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang 
dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan 
hududnya. 
Selain denda, hukuman takzir yang berupa harta adalah 
penyitaan atau perampasan harta. Namum hukuman diperselisihkan 
oleh fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan 
untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Adapun 
persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. 
a) Harta diperoleh dengan cara yang halal. 
b) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya. 
c) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain. 



































Apabila pernyataan tersebut tidak dipenuhi, Ulil amri berhak 
menerapkan hukuman takzir berupa penyitaan atau perampasan 
sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan. 
4. Sanksi Takzir Lainnya 
 Di antara sanksi-sanksi takzir yang tidak termasuk ke dalam ketiga 
kelompok yang telah dikemukakan di atas adalah: 
a) Peringatan Keras dan dihadirkan di hadapan sidang 
Peringatan ini dapat dilakukan di rumah atau dipanggil ke sidang 
pengadilan. Gambaran tentang peringatan keras ini seperti diucapkan 
hakim kepada pelaku jarimah: ‚Telah sampai kepadaku bahwa kamu 
melakukan kejahatan. . . . oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu‛. 
Peringatan ini bisa dilakukan oleh utusan pngadilan atau oleh hakim di 
hadapan sidang dengan muka masam.
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Sudah tentu bentuk yang pertama disebutkan oleh para ulama 
sebagai peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan daripada 
bentuk peringatan yang kedua. Sebab pelaksanaan peringatan bentuk 
pertama pelaku cukup di rumah dan didatangi oleh petugas dari 
pngadilan, sedang peringatan kedua si pelaku harus hadir ke pengadilan 
untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan 
apakah peringatan bentuk pertama ataukah bentuk kedua yang akan 
diberikan kepada si pelaku itu sangat tergantung kepada kebijaksanaan 
hakim dengan mmpertimangkan jarimahnya, pelakunya dan kondisinya. 
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Pemberian peringatan itu pun harus didasarkan kepada ada atau tidak 
adanya maslahat. 
b) Nasihat 
Takzir dalam arti hukuman yang dijatuhkan oleh Ulil amri adalah 
seperti yang diceritakan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah mengutus 
Ubadah sebagai pemungut zakat dan menasehatinya dengan kata-kata: 
Takwalah kepada Allah, wahai Abu Walid, karena barangsiapa memakan 
harta zakat bukan haknya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dengan 
memanggul keledai berseringai atau menggendong sapi yang melenguh 
atau kambing yang mengembik. Sedangkan yang dimaksud nasihat 
sebagai sanksi takzir sebagaimana dikatakan oleh ibn Abidin adalah 
memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu 
kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang 
dijatuhkan oleh Ulil amri nasihat harus diucapkan oleh hakim.60 
c) Celaan 
Para ulama mendasarkan pemberiian sanksi takzir yang berupa 
celaan ini kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar 
pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya. Maka Rasulullah 
berkata: ‚Wahai Abu Dzar kau telah menghinanya dengan menghina 
ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan Jahiliyah‛(HR 
Muslim dan Abu Dzar). Disamping itu diriwayatkan bahwa seorang 
hamba yang hitam mengadukan perihal Abdurrahman ibn Auf kepada 
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Nabi. Dengan pengaduan itu Abdurrahman ibn Auf menjadi marah dan 
menghina hamba tadi dengan kata-kata: ‚Wahai anak yang hitam kelam‛. 
Mendengar kata-kata itu Rasulullah marah dan mngangkat tangannya 
sambil berkata: ‚Tidak ada bagi orang putih kekuasaan terhadap orang 
hitam kecuali dengan haq‛. Mendengar kata-kata Rasulullah, maka 
Abdurrahman meletakkan kepalanya di tanah sambil berkata kepada 
hamba tadi dengan menyesal: ‚Injaklah kepalaku ini sampai kau maafkan 
aku‛. 61 
d) Pengucilan 
Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan 
dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan 
dengannya. Dasar sanksi ini antara lain firman Allah: 
                       
Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka 





Disamping itu berdasarkan kepada Sunnah Nabi dan sahabatnya 
yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang 
Tabuk. Mereka itu adalah adalah Ka’ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi’ah al 
Amiri dan Hilal ibn Umayah masing-masing anggota masyarakat yang 
demikian saling tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan 
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tetapi pengucilan dalam arti tidak diikutsertakan dalam suatu kegiatan 
kemasyarakatan mungkin saja terlaksana dengan efektif. 
e) Pemecatan  
Yang dimaksud dengan pmecatan (al-‘azl) adalah melarang 
seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau 
memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu. 
Sanksi takzir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa 
diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang 
berkaitan dengan yang lainnnya, seperti para pegawai yang menghianati 
tugas yang dibebankan kepadanya. Contohnya menerima suap, korupsi, 
menerima pegawai yang tidak memenuhi persyaratan tapi semata-mata 
karena ikatan primordial, melakukan kezaliman terhadap bawahannya, 
melarikan diri dari medan perang bagi seorang tentara, mengambil harta 
dari terdakwa dengan maksud untuk membebaskan, hakim yang tidak 




f) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak 
atau elektronik 
Dasar hukuman pengumuman kelahatan sebagai hukuman takzir 
adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi 
hukuman jilid lalu keliling kota. Disamping itu kalau kita lihat dalam al-
Qur’an sanksi zina itu harus disaksikan oleh sekelompok orang mukmin 
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dan hal ini sudah mengandung makna tasyhir/maklumat. Jumhur ulama 
berpndapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu  
diperkenankan. Juga kasus tersebut pernah dilakukan oleh qadhi Syuriah 
yang pernah menjadi hakim dan memberi keputusan hukum kepada 
seorang saksi palsu sambil diumumkan kepada kaumnya bahwa ia adalah 
saksi palsu. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar kaumnya tidak lagi 
menunjuknya sebagai saksi. Dalam mazhab Syafi’i pengumuman ini juga 
boleh dengan menyuruh pncuri keliling pasar orang-orang pasar tahu 




D. Pengampunan dalam Hukum Pidana Islam 
Dalam hukum pidana Islam dikenal juga asas pengampunan dalam tindak 
pidana pembunuhan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja dan pelukaan 
khususnya kasus-kasus takzir yang memberikan hak atas Ulil amri untuk 
memeberikan pemaafan. Dalam tindak pidana tersebut terkandung hak Allah 
sekaligus hak adami seperti dalam surat al-Imran ayat 134 di tentukan bahwa 
Allah menyukai orang yang memberi maaf atas kesalahan orang lain.
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                                   
       
Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
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Demikian pula dalam surat al-Imran ayat 159, Allah memerintahkan agar kita 
memaafkan, memohonkan ampun bagi orang yang bersalah, dan bermusyawarah 
dalam segala urusan. 
                                 
                                   
      
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 
Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-




Dalam hukuman takzir penetapan sanksinya diserahkan kepada khalifah 
dan qadhli. Khalifah berhak meringankan sanksi, atau memberikan 
pengampunan.
68
 Meringankan kesalahan-kesalahan kecil adalah dengan 
memaafkan, namun semua itu adalah hak dari khalifah. Sedangkan qadli, maka 
perlu dilihat jika khalifah menetapkan batas sanksi minimal bagi pelaku, maka 
qadli tidak boleh memberikan maaf. Karena tidak boleh baginya menjatuhkan 
sanksi lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan khalifah. Tetapi jika 
khalifah tidak menetapkan batas minimalnya, maka ia memiliki hakya khalifah 
untuk mengampuni dan meringankan sanksi. Mukhalafat sama seperti takzir bila 
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dinisbatkan pada pemaafan. Dalam mukhalafat terjadi pula hal-hal yang terjadi 
pada takzir dalam hal pemaafan, tidak ada perbedaan diantara keduanya. 
Pemaafan dalam jarimah takzir ini telah disepakati oleh para ulama bahwa 
Ulil amri berhak memberikan pemaafan secara mutlak dalam jarimah takzir. Baik 
memaafkan jarimah secara keseluruhan maupun hanya memaafkan sebagianya 
saja, seperti memberikan keringanan.  
Ulama berpendapat bahwa bagi Ulil amri tidak memiliki hak memberikan 
pemaafan terhadap jarimah hudud. Tetapi hanya berhak memberikan pemaafan 
pada jarimah kisas dan takzir, dalam takzir sendiri pemaafan juga harus 
memandang pada kemaslahatan umum. Karena dalam pemaafan adalah hak dari 
korban dan Ulil amri, pengampunan dari korban tidak dapat menghapuskan hak 
Allah melainkan hanya dalam hak adami saja. Apabila berhubungan dengan hak 
Allah maka pengampunan harus berdasarkan pada kemaslahtan.
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Dalam hukuman takzir sendiri terdapat sebab dan faktor-faktor yang 
menyebabkan hapusnya hukuman, yang mempunyai beberapa alasan sebab 
hapusnya hukuman takzir tergantung pada jenis hukumannya di antaranya adalah 
meninggalnya si pelaku, pemaafan, taubat, dan kadaluarsa. 
1. Meninggalnya pelaku 
Meninggalnya pelaku menjadi salah satu sebab hapusnya hukuman takzir 
walaupun tidak menghapuskan seluruhnya. Ini bersangkutan dengan 
hukuman sanksi badan, kebebasan, atau sanksi yang berhubungan dengan 
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kepribadiannya, seperti hukuman buang dancelaan. Karena yang dihukum 
adalah diri dari pelaku tersebut. 
       Apabila sanksi tidak berkaitan dengan diri pelaku atau badan pelaku, 
maka meninggalnya tidak menjadi sebab hilangnya hukuman takzir. Seperti 
sanksi denda, perampasan, dan perampasan hartanya, karena sanksi tersebut 




Pemaafan menjadi salah satu sebab hapusnya hukuman takzir tetapi tidak 
menghapuskan seluruhnya dengan dalil firman Allah SWT. dalam surat Hud 
ayat 115: 
            
Artinya : Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 




Untuk pemaafan dibedakan menjadi dua, yaitu pemaafan jarimah yang 
berkaitan dengan hak Allah atau masyarakat dan jarimah yang berkaitan 
dengan hak perorangan. Dalam takzir jarimah yang berhubungan dengan 
perorangan dapat menghapuskan hukuman, bahkan apabila pemaafan 
diberikan sebelum diajukannya gugatan, maka pemaafan itu juga dapat 
menghapuskan gugatan.  
Sedangkan takzir yang berkaitan dengan hak Allah sangat bergantung 
pada kemaslahatan. Bila ulil amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih 
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besar dengan pemberian maaf dari pada pelaku dijatuhi hukuman maka ulil 
amri dapaty memberikan pemaafannya.  
Menurut Imam Syafi’i bahwa takzir itu hanya suatu kebolehan saja 
bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu dikalangan fuqaha terjadi perbedaan 
pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa pemaafan itu tidak 
boleh apabila takzir itu berhubungan dengan hak Allah, seperti meninggalkan 
shalat dan menghina para sahabat, maka pelaku harus dijatuhi hukuman. 
Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemaafan itu sah saja 
diberikan pada orang yang tampak menyesali perbuatannya dan bertaubat dari 
kejahatan yang dilakukannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa takzir itu lebih tepatnya didasarkan pada kemaslahatan. 
Sebagaimana kaidah: Takzir itu bergantung pada kemaslahatan. 
Menurut jumhur Ulama’ takzir yang berkaitan dengan hak perorangan 
hanya dapat dimaafkan oleh korban bukan Ulil amri, karena korban itulah 
yang mempunyai hak. Apabila takzir berkaitan dengan hak campuran, yaitu 
hak perorangan dan hak jama’ah, seperti percobaan pembunuhan bila korban 





Taubat bisa menghapuskan sanksi takzir apabila jarimah yang dilakukan 
oleh sipelaku itu adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah atau 
hak jamaah, taubat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan 
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jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat dan 
rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Sedangkan bila 
berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indikator lagi, yaitu 
melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban. 
 Jumhur ulama sepakat bahwa taubat itu dapat menghapuskan hukuman 
bila jarimahnya adalah jarinah hirabah, sesuai dengan firman Allah : 
                               
Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat 
menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah 




Sedangkan untuk jarimah yang lain mereka berbeda pendapat termasuk 
jarimah takzir. 
 Menurut Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi’iyah, dan Hanabilah 
taubat itu tidak dapat menghapuskan hukuman takzir karena takzir itu 
merupakan kaffarah dari suatu maksiat, dengan alasan sebagai berikut: 
a. Secara umum sanksi yang disediakan itu tidak membedakan antara yang 
taubat dan yang tidak taubat, kecuali jarimah hirabah. 
b. Nabi SAW. Juga menjatuhkan hukuman kepada orang yang taubat, yakni 
dalam kasus Ma’iz dan Ghamidiyah yang datang kepada Nabi dengan 
bertaubat dan diterima taubatnya, tapi oleh Nabi dijatuhi hukuman. 
c. Tidak mungkin diqiyaskan antara jarimah hirabah dengan jarimah 
lainnya, karena pada umumnya pelaku jarimah hirabah itu sulit ditangkap 
dan jarimahnya membawa bahaya besar bagi masyarakat. Disamping itu, 
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bila pelaku jarimah itu telah ditangkap tetap dijatuhi hukuman, meskipun 
ia menyatakan bertaubat. 
d. Bila taubat itu dapat dijadikan alasan bagi hapusnya hukuman, maka 
setiap pelaku jarimah akan mengaku telah bertaubat dan semuanya akan 
terbebas dari hukuman dan tidak ada artinya ancaman hukuman yang 
diberikan, baik dalam jarimah kisas, hudud, maupun takzir.
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Menurut sebagian fuqaha dari mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali 
taubatnya pelaku jarimah sebelum ditangkap itu dapat menghapuskan 
hukuman, diqiyaskan kepada jarimah hirabah dan alasan lainnya antara lain: 
a. Hadis Anas yang menyatakan: Ketika saya bersama Rasulullah, 
datanglah seorang laki-laki lalu berkata: ‚Wahai Rasulullah, saya telah 
melakukan jarimah hudud, maka tegakanlah has atas diriku‛. Rasul tidak 
menanyatakan suatu apapun kepadanya. Lalu datanglah waktu shalat dan 
ia shalat bersama Rasulullah. Setelah itu ia datang lagi menghadap 
Rasulullah dan mengulangi pengaduannya. Maka Rasul bertanya: 
‚Bukankah kamu telah shalat bersama kami?‚ Ia menjawab: ‚Betul‛. 
Rasul berkata: ‚Maka sesungguhnya Allah telah memaafkan bagimu 
dosamu‛. 
b. Bila taubat itu dapat diterima dan menghapuskan hukuman dalam kasus 
hirabah yang merupakan jarimah yang lebih besar bahayanya, maka 
lebih-lebih dalam jarimah lain yang bahayanya lebih kecil. 
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c. Allah menghapuskan hukuman zina kepada orang yang bertaubat seperti 
dinyatakan Allah dalam firman-Nya: 
                             
     
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, 
Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya 
bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya 





       Yang dimaksud dengan kadaluarsa dalam fiqh Jinayah adalah lewatnya 
waktu tertentu setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa 
dilaksanakan hukuman. Dalam hal ini terdapat perbedaan ulama yang pada 
prinsipnya ada dua pendapat, yaitu pendapat ulama Hanafiyah dan ulama 
lainnya. 
 Menurut mazhab Hanafi kejahatan itu dapat hapus karena kedaluarsa, 
kecuali qadzaf. Sehubungan dengan itu mereka membedakan antara 
pembuktian dengan persaksian dengan pembuktian dengan pengakuan. Bila 
pembuktiannya dengan persaksian maka berlaku prinsip kedaluarsa, karena 
persaksian yang terlambat itu mengandung banyak kemungkinan, seperti 
adanya tekanan atau permusuhan. Oleh karena itu, persaksian yang 
diakhirkan itu merupakan hak Adami dan mengakhirkan gugatan dan 
persaksian itu menunjukkan pemaafnya.
76
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PIDANA PENCABULAN DAN KETENTUAN REMISI DALAM 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174  
TAHUN 1999 
A. Tindak Pidana Pencabulan 
Dalam pasal 289 KUHP menerangkan tentang perbuatan cabul sebagai 
berikut, ‚Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan 
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan 
cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan 
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.‛77 
Persepsi terhadap kata ‚cabul‛,  tidak dimuat dalam KUHP namun dalam 
kamus besar bahasa Indonesia memuat arti sebagai keji dan kotor, tidak senonoh 
(melanggar kesopanan, dan kesusilaan). Dalam kamus lengkap, Prof. Dr. S. 
Wojowasito, Drs. Tito Wasito dimuat artinya dalam bahasa Inggris ‚Indecent, 
dissolute, pornographical‛. Umumnya, cabul diterjemahkan dengan ‚dissolute‛. 
Pada ‚The Lexicon Webster Dictionary‛ dimuat artinya ‚Loose in behavior and 
moals‛. Mr. J.M. vzn Bemmelen terhadap arti kata ‚cabul‛ yang diterjemahkan 
sebagai berikut: 
‚Pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang 
jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali 
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menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan, apakah suatu tindakan 
tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak.‛78 
Maka dari itu untuk memperjelas bagaimana tindakan-tindakan 
pencabulan dilihat dari segi unsur perbuatannya yang mana perbuatan itu dapat 
dianggap perbuatan yang sangat berat dibagi menjadi sebagai berikut: 
1. Perbuatan Cabul dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan 
Pada RUU KUHP, pasal 289 KUHP diambil alih pada pasal 390 (14.14) yang 
pada penjelasan resmi berbunyi sebagai berikut. Di sini tindak pidananya 
adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau 
membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan 
perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau 
perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi 
kelamin. Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa 
seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada 
dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari 
tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan 
minimum khusus dalam ancaman pidananya.‛79 
Mengenai contoh pemakaian kekeraasan memaksa orang lain untuk 
melakukan kekerasan suatu tindakan yang melanggar kesusilaan adalah, 
seorang pria yang dengan kekerasan telah memegangi tangan seorang 
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wanita, yang walaupun ada perlawanan dari wanita tersebut, telah membuat 
tangannya memegang kemaluannya. Perbuatan tersebut bisa dikatakan 
tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan.
80
 
Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP adalah 
sama yakni sembilan tahun penjara. Sebagaimana pada perkosaan, kekerasan 
atau ancaman kekerasan tersebut, harus dapat dibuktikan. Perbuatan cabul 
sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu 
birahi kelamin misalnya: 
a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan 
meyentuhkan pada alat kelaminnya (Hoge Raad 15-2-1926). 
b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian 
membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus tetek nya dan 
menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu 
seksualnya (Hoge Raad tanggal 28-5-1963 N.J. 1964 No. 108). 
2. Perbuatan Cabul dengan Orang Yang Belum 15 Tahun 
Hal ini dimuat pada pasal 290 ke-2 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: 
‚Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun : 
Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang. sedang 
diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu 
belum cukup lima belas tahun. atau umur itu tidak ternyata. bahwa 
orang itu belum pantas untuk dikawin.‛81 
 
Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu 
diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata ‚wanita‛ melainkan 
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kata ‚orang‛. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja 
pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh 
‚tantegirang‛ maka hal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal ini 
diatur pasal 292. 
Kata ‚diketahuinya atau patut dapat disangka‛ merupakan unsur 
kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga 
bahwa umur anak/remaja tersebut, belum lima belas tahun.
82
 Sebagaimana 
diutarakan pada butir 9, pasal 290 KUHP, diambil alih oleh RUU KUHP. 
Seyogyanya pada RUU KUHP tersebut dimuat ‚umur 16 tahun‛ agar dengan 
demikian sinkron dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
3. Dengan Pemberian Menggerakkan Orang Belum Dewasa Berbuat Cabul 
Hal ini diatur pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. 
‚(1) Barangsiapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau 
barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari 
pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak 
orang di bawah umur yang tidak tercatat kelakuannya, yang 
diketahuinya atau patut dapat disangkanya di bawah umur, 
mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan 
perbuatan cabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara 
slama-lamanya lima tahun. 
(2) Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang 
terhadapnya kejahatan itu dilakukan. 
(3) Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya 
masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.‛83 
 
Ayat (1) pasal ini, diambil alih oleh pasal 394 (14, 18) RUU KUHP dengan 
tambahan ‚atau persetubuhan‛. 
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Penjelasan resmi RUU KUHP terhadap pasal tersebut dirumuskan 
sebagai ‚Pasal ini hampir sama dengan pasal 293 KUHP lama. Tindak pidana 
menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan 
berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan 
dengannya atau membiarkan terhadap dirinnya dilakukan perbuatan cabul. 
Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu adalah 
memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan 
jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari 
hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut.  
Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau 
diketahuinya belum dewasa atau patut harus diduganya bahwa orang itu 
belum dewasa. Sementara itu seorang yang belum dewasa atau yang 
diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum 
dewasa tersebut adalah berkelakuan baik. Tindak pidana ini adalah tindak 
pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan dan mengingat seriusnya dan 
oleh karenanya diadakan minimum khusus. 
RUU KUHP tersebut terhadap kejahatan 293 KUHP, lebih tepat 
karena lebih dapat diterima akal sehat bahwa kejahatan terhadap orang yang 
belum dewasa merupakan tindak pidana biasa.
84
 
Sebuah hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan 
yang merugikan bagi korban kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik 
laki-laki memiliki faktor alamiah lebih hebat dibandingkan perempuan. Ini yang 
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kadang disalah gunakan untuk melecehkan, menindas, dan menodai hak asusila 
perempuan bahkan pada anak-anak. 
Mengenai kekerasan seksual, kriminolog Mulyana W. Kusuma 
menyebutkan bahwa: 
1. Sadistic rape 
pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. 
Pelaku telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui 
hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat 
kelamin dan tubuh korban. 
2. Angea rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana 
untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang 
tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap 
siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, 
kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya 
3. Dononation rape 
Yakni suatu kekerasan seksual yang terjadi seketika pelaku mencoba 
untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya 
adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap 
memiliki keinginan berhubungan seksual. 
4. Seduktive rape 
Terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua 
belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman 



































personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada 
umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena 
tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks. 
5. Victim precipitatied rape 
Kekerasan seksual yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan 
korban sebagai pencetusnya. 
6. Exploitation rape 
Menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan 
seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang 
berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara 
ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau 
pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan 





B. Pengertian Dasar dan Syarat Pemberian Remisi 
Kata remisi berasal dari bahasa Inggris yaitu remission. Re yang 
berarti kembali dan mission yang berarti mengirim, mengutus. Remisi 
diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, 
Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang 
kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. Sebagaimana 
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Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman 
yang diberikan kepada orang yang terhukum.
86
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan, terdapat pengertian remisi yaitu pengurangan masa menjalani 
pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
87
 
Menurut Sudarsono, remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan 
kepada seorang yang dijatuhkan pidana.
88
 Andi Hamzah mengatakan pula remisi 
sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari yang 
awalnya hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap 
tanggal 17 Agustus. 
Tradisi pemberian pengurangan masa pidana telah lama dikenal dalam 
sejarah, yaitu sejak zamannya pemerintahan para kaisar Romawi dahulu kala, 
yang kemudian telah diikuti oleh para raja-raja lainnya terutama di benua Eropa. 
Dahulu kala pemberian ampunan kepada orang-orang terpidana oleh para raja itu 
telah mereka lakukan semata-mata sebagai suatu kemurahan hati para raja, yang 
telah mereka berikan berdasarkan belas kasihan. Menurut pengertian dewasa ini, 
lembaga pemberian ampunan itu tidak lagi diberikan oleh kepala negara semata-
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mata sebagai suatu kemurahan hati dari kepala negara, karena dalam pemberian 
ampunan kepada seseorang terpidana telah melibatkan pejabat-pejabat lainnya.
89
 
Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah. Artinya 
remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Dalam Gestichten 
Reglement, remisi hanya diberikan pada hari ulang tahun Ratu Belanda. 
Berdasarkan hal ini remisi hanya benar-benar anugerah belaka. Sistem 
kepenjaraan berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem 




Mengenai dasar hukum pemberian remisi pada tahun 1999 telah 
mengalami beberapakali perubahan sebelum munculnya Keppres 174 pada tahun 
1999 telah diterbitkan Keppres No. 69 Tahun 1999 namun Keppres tersebut telah 
dicabut kembali sebelum sempat diedarkan dan digantikan dengan Keppres 
No.174 Tahun 1999 yang berlaku sampai sekarang. Namun ketentuan tersebut 
masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain diantaranya adalah:
91
 
1. KeputusanPresiden RI No. 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli1955 tentang 
Ampunan Istimewa. 
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 
Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor 
Organ Tubuh Dan Donor Darah. 
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3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 
Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999. 
4. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus. 
5. Surat Edaran No.E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan 
Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. 
6. Surat Edaran No. W8-PK.04.01-2586, tanggal 14 April 1993 tentang 
Pengangkatan Pemuka Kerja. 
Syarat diberikannya remisi dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 sebagai 




1. Berkelakuan baik 
Yang dimaksud berkelakuan baik adalah mentaati peraturan yang berlaku 
dan tidak dikenai tindakan disiplin dan dicatat dalam buku register f 
selama kurun waktu enam bulan terakhir, terhitung sejak belum 
diberikiannya remisi, dan telah mengikuti program pembinaan di LAPAS 
dengan predikat baik. 
2. Telah menjalani masapidana lebih dari enam bulan 
Bahwa narapidana harus menjalani masa pidana selama enam bulan untuk 
mendapatkan hak potongan hukuman atau remisi. Selain itu dalam masa 
                                                          
92
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 



































hukuman tersebut narapidana harus berkelakuan baik dengan tidak 
melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh LAPAS. 
Bagi narapidana dan anak pidana telah memenuhi persyaratan 
berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana enam bulan, akan mendapat 
tambahan potongan hukuman atau remisi apabila selama menjalani masa pidana 
yang bersangkutan telah melakukan: 
1. Berbuat jasa kepada negara 
Yang dimaksud berbuat jasa kepada negara yaitu menghasilkan karya dalam 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk 
pembangunan juga kemanusiaan, dan mencegah pelarian tahanan, 
narapidana, dan anak didik pemasyarakatan.
93
 
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan 
Yaitu ikut andil dalam berbagai hal kemanusiaan seperti ikut menanggulangi 
bencana alam, dan menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan. 
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS 
Mengikuti aktifitas di dalam LAPAS dalam pekerjaan yang dilakukan oleh 
narapidana atau anak pidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh kepala 
LAPAS. 
Bagi narapidana khusus bagi terpidana terorisme, narkotika dan prekusor 
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan 
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hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya, 
selain harus memenuhi persyaratan di atas juga harus memenuhi persyaratan: 
1. Bersedia berkerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 
membongkar  perkara tindak pidana yang dilakukannya. 
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan 
pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
korupsi. 
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS 
dan/badan penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar: 
a. Kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia secara tertulis bagi 
narapidana Warga Negara Indonesia. 
b. Tidak mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi 
narapidana Warga Negara Asing. 
Pihak yang berwenang memberikan remisi adalah ketetapan dari 
keputusan menteri. Selain itu menteri juga dapat memberikan remisi pada 
narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa hukuman 1 tahun, 
narapidana yang berusia di atas 70 tahun, dan narapidana yang menderita sakit 
berkepanjangan dengan dibuktikan surat keterangan dokter. Semua itu dilakukan 
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C. Remisi dalam KEPPRES RI No. 174 Tahun 1999 
Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 
Tahun 1999 tentang remisi, dikenal jenis-jenis atau bentuk remisi yaitu: 
1. Remisi umum adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan 
proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Adapun prosedur 
pemberian dalam remisi umum besarnya adalah;
95
 
a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; 
dan 
b. 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. (pasal 4 
ayat (1)) 
Adapun pelaksanaa pemberian remisi umum sebagai adalah berikut: 
a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1); 
b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan; 
c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan; 
d. Pada tahun  keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 
(lima) bulan; dan  
e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) 
bulan setiap tahun. (pasal 4 ayat 2).  
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2. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan 
yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan 
ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar 
keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang 
paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarka 
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. 
M.09.HN.02.01 Tahun 1999 trntang pelaksanaan Keputusan Presiden No. 
174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi 
khusus dilaksanakan pada: 
a. Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang 
beragama Islam; 
b. Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama 
Kristen; 
c. Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang 
beragama Hindu; 
d. Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang 
beragama Budha. 
Adapun prosedur pemberian remisi khusus besaran remisi khususnya 
adalah; 
a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; 
dan  



































b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. (pasal 5 
ayat 1). 
Kemudian prosedur pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai 
berikut; 
a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan 
dalam ayat (1); 
b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 
(satu) bulan; 
c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 
(satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan 
d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan 
setiap tahun. (pasal 5 ayat 2). 
3. Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau 
anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana apabila berbuat 
jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara 
atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun prosedur pemberian 
remisi tambahan besarnya remisi tambahan adalah; 
a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum diperoleh pada tahun yang 
bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa 
kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi 
Negara atau kemanusiaan. 



































b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun 
yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka. 
4. Akibat-akibat hukum diberikannya remisi 
Akibat-akibat hukum pemberian remisi sebagaimana diatur dalam 




a. Terjadi pengurangan bagi narapidana dan anak pidana dari masa 
pidananya yang harus dijalani, dari hukuman yang telah 
ditetapkan pada awalnya. 
b.  Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan 
seketika. 
c. Pembebasan diberikan pada narapidana yang setelah dikurangi 
remisi umum maupun remisi tambahan, dari masa pidana yang 
dijalani dapat menyebabkan masa pidananya habis, tepat pada 
tanggal 17 Agustus dari pemberian remisi pada tahun yang 
bersangkutan. 
d. Masa pembebasan atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. 
Pembebasan bersyarat diberikan pada narapidana yang telah 
menjalani masa pidananya selama 2/3, sekurang-kurangnya telah 
menjalani masapidana sembilan bulan. Dari pengurangan masa 
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pidana tersebut hal ini menyebabkan masa pembebasan bersyarat 
menjadi lebih singkat. 
e. Narapidana yang dipidana penjara seumur hidup dengan 
diberikannya remisi masa pidana menjadi pidana sementara 
selama 15 tahun, dengan syarat narapidana telah menjalani masa 
pidana paling sedikit 5 tahun berturut-turut dan berkelakuan baik. 
 
D. SK Remisi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Menurut keputusan menteri hukum  dan hak asasi manusia Republik 
Indonesia nomor: W15-745-PK.01.01.02 Tahun 2017 tentang remisi umum 17 
Agustus tahun 2016 bahwa memberikan remisi kepada Warkat Bin Alm Karta 
sebanyak satu bulan dan Ahmad Fauzi Bin Ahmad selama dua bulan keduanya 
adalah terdakwa kasus pencabulan.
97
 Warkat Bin Alm Karta di putus oleh 
Pengadilan Negeri Magetan dengan pidana penjara selama lima tahun,
98
 begitu 
pula Ahmad Fauzi Bin Ahmad dalam putusan Pengadilan Negeri Jember dengan 
Nomor : 648/Pid.B/2015/PN.Jmr diputus dengan pidana penjara selama lima 
tahun.
99
 Dan keduanya tidak akan sepenuhnya menjalani masa hukuman lima 
tahun penjara karena setiap tahunnya pasti akan mendapat potongan hukuman 
baik berupa remisi umum maupun remisi khusus. 
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Diambil dari contoh kasus Ahmad Fauzi Bin Ahmad dalam putusan 
Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 
648/Pid.B/2015/PN.Jmr diputus dengan pidana penjara selama lima tahun atas 
kasus pencabulan, pada tahun pertama terpidana mendapat potongan hukuman 
2 bulan sebagaimana SK Remisi nomor : W15-745-PK.01.01.02 Tahun 2017 
diturunkan, pada tahun kedua mendapat potongan hukuman 3 bulan, tahun 
ketiga 4 bulan, dan 5 bulan potongan hukuman untuk tahun keempat dan 
kelima. Pada setiap tahunnya ditambah lagi dengan remisi khusus dari tahun 
pertama sampai tahun ketiga diberi potongan hukuman masing-masing 1 bulan, 
dan tahun keempat dan kelima masing-masing 1 bulan 15 hari.  
Total semua pemberian remisi selama lima tahun baik remisi umum 
maupun remisi khusus ada 25 bulan. Sehingga terpidana hanya menjalani masa 
hukuman selama 35 bulan atau kurang lebih hanya menjalani masa hukuman 
selama 3 tahun dari ketentuan awal yang ditetapkan hakim bahwa terdakwa 
dihukum penjara selama 5 tahun. 



































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI 
PADA TERPIDANA PENCABULAN 
A. Analisis Pemberian Remisi pada Pelaku Pencabulan 
Dalam SK remisi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia nomor : W15-745-PK.01.01.02 Tahun 2017 tentang 
Remisi Umum 17 Agustus  Tahun 2016, memberikan remisi kepada Warkat 
Bin Alm Karta sebanyak satu bulan dan Ahmad Fauzi Bin Ahmad selama dua 
bulan keduanya adalah terdakwa kasus pencabulan anak yang masih di bawah 
umur.
100
 Warkat Bin Alm Karta di putus oleh Pengadilan Negeri Magetan 
dengan pidana penjara selama lima tahun,
101
 begitu pula Ahmad Fauzi Bin 
Ahmad dalam putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor : 
648/Pid.B/2015/PN.Jmr diputus dengan pidana penjara selama lima tahun.
102
 
Dan keduanya tidak akan sepenuhnya menjalani masa hukuman lima tahun 
penjara karena setiap tahunnya akan mendapat potongan hukuman baik berupa 
remisi umum maupun remisi khusus, sehingga jika dianalisis total hukuman 
yang dijalani terdakwa kurang lebih hanya tiga tahun. 
Dalam Keppres No. 174 Tahun 1999 dikatakan bahwa setiap 
narapidana  dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan 
pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan 
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berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dalam kasus pencabulan memang 
tidak dijelaskan secara detail di dalam Keppres tersebut, namun dalam pasal 
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap narapidana dan anak pidana 
dapat diberikan remisi apabila dia berkelakuan baik. 
Remisi dalam Keppres No. 174 Tahun 1999 remisi dibagi menjadi tiga, 
yaitu remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Remisi umum yaitu 
remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI 
tanggal 17 Agustus. Ditambah lagi setiap tahunnya bagi narapidana dengan 
remisi tambahan yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang 
dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan 
jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam 
setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh 
penganut agama yang bersangkutan.
103
  
Kemudian remisi ditambah lagi dengan syarat yang diberikan apabila 
narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana 
apabila berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat 
bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu 
kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Remisi dalam jenis ini 
adalah remisi tambahan sebagaimana dalam Keppres No. 174 Tahun1999. 
Semua narapidana dengan kasus apapun apabila telah memenuhi 
semua persyaratan diberikannya remisi maka ia berhak mendapatkan potongan 
hukuman. Karena remisi adalah suatu hak yang harus diperoleh oleh 
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narapidana yang diberikan oleh negara. Tidaka ada yang boleh melanggar hak 
tersebut karena itu adalah suatu hak yang telah ditetapkan oleh undang-
undang sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
Sebagaimana dalam beberapa kasus banyak sekali kasus-kasus 
kekerasan terhadap kehormatan orang lain, diantaranya perbuatan tersebut 
adalah tindak pidana pencabulan. Sebagaimana dijelaskan dalam BAB III 
tindak kekerasan bisa disebabkan karena ingin melampiaskannya hawa nafsu 
pelaku pada si korban. Biasanya korban adalah seorang wanita yang notabene 
mempunyai kekuatan fisik yang lemah dan inilah yang disalah gunakan oleh 
pelaku dengan kekuatannya memaksa korban untuk meluapkan hawa 
nafsunya. 
Berawal dari tindakan pencabulan yang dipandang tidak lebih bahaya 
dari pemerkosaan, yang mana pencabulan adalah hal tidak senonoh yang 
dilakukan seperti memegang kemaluan tetapi tidak sampai pada hubungan 
intim. Berawal dari hal tersebut maka nafsu itu akan terus timbul dan 
menginginkan hal yang lebih, dan akhirnya terjeremuslah pada tindak pidana 
perzinaan.  
Kejahatan berawal dari niat dan adanya kesempatan. Apapun bisa 
terjadi apabila seorang korban tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. 
Tetapi dengan adanya hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan, setidaknya 
dapat mengurangi niat seseorang untuk berbuat aksi kriminalitas. 



































Dengan diberikannya remisi pada kasus ini pelaku kejahatan bisa saja 
mengulangi kejahatannya kembali karena selain ringannya hukuman tindak 
pidana pencabulan yang masih diberi potongan hukuman remisi, pelaku 
menganggap ringan dan akan mengulangi kejahatannya kembali. Karena 
pencabulan adalah tindakan lingkup hawa nafsu yang bisa saja hawa nafsu itu 
kembali maka pelaku akan tertarik untuk mengulangi tindakannya kembali. 
Berbeda dengan kasus-kasus pembunuhan faktor yang menyebabkannya 
adalah paling banyak dari faktor ekonomi dan moral, setelah melakukan 
kejahatannya dan merasa semua terpenuhi dia menghentikan aksinya lalu 
dengan dipidana penjara beberapa tahun dia akan bertambah jera, dan tidak 
akan mengulanginya lagi, kecuali dia memiliki kelainan psikologis (penyakit 
jiwa).  
Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan senantiasa memberikan hak pada warga binaan antara lain: 
1. Hak dalam melaksanakan ibadah, setiap warga binaan pemasyarakatan 
berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 
masing-masing. 
2. Hak dalam mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 
perawatan jasmani yaitu diberikan melalui bimbingan rohani dan 
pendidikan budi pekerti. 
3. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan. 



































4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 
5. Hak menyampaikan keluhan kepada kepala lembaga kemasyarakatan atas 
perlakuan petugas atau sesama penghuni lembaga kemasyarakatan 
terhadap dirinya. 
6. Hak mendapat bahan bacaan dan siaran media massa baik berupa media 
cetak maupun media elektronik. 
7. Hak mendapatkan upah atau premi apabila diperlukan untuk memenuhi 
keperluan yang mendasar selama di lembaga kemasyarakatan atau untuk 
biaya pulang setelah menjalani masa pidana. 
8. Hak menerima kunjungan baik dari keluarga, penasihat hukum atau orang 
lain tertentu lainnya. 
9. Hak mendapat remisi apabila selama menjalani masa pidana berkelakuan 
baik. 
10. Hak mendapat asimilasi dan cuti termasuk juga cuti dalam hal 
mengunjungi keluarga. 
11. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani pidana 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya. 
12. Hak mendapat cuti menjelang bebas. 
13. Mendapatkan hak-hak lain yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini 
adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
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Mengenai hak-hak warga binaan di atas bahwa salah satu hak yang 
harus diperoleh oleh narapidana ketika menjalani masa pidana adalah 
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mendapatkan hak remisi atau potongan hukuman dengan syarat dan ketentuan 
yang berlaku. Dalam hal ini, orang yang telah melakukan kejahatan sekalipun, 
akan mendapat potongan atau keringanan hukuman dari pemerintah. Hukum 
positif mungkin memandang adil akan hal ini dengan reintegrasi kepada 
masyarakat umum, dan melihat dari kelakuan baik sementara di dalam 
penjara. 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi pada Pelaku 
Pencabulan 
Dalam hukum pidana Islam dikenal istilah pemaafan dan taubat. 
Pemaafan dibedakan menjadi dua, yaitu pemaafan jarimah yang berkaitan 
dengan hak Allah atau masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak 
perorangan bila korban memaafkannya. Dalam takzir jarimah yang 
berhubungan dengan perorangan dapat menghapuskan hukuman. Sedangkan 
takzir yang berkaitan dengan hak Allah sangat bergantung pada kemaslahatan. 
Bila ulil amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan 
pemberian maaf dari pada pelaku dijatuhi hukuman, maka ulil amri dapat 
memberikan pemaafannya, sebagaimana dalam surat al-Imran ayat 134: 
                                
       
Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 
waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 



































amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-




Dan hadis yang menyatakan tentang bolehnya memberikan maaf 
kecuali dalam hukum had: 
 تا يلها يوذ او ي أ   سو هي ع للها ى ص للها لوسر لا  تلا  ا  ع للها يضر ةشئاع  ع
دودلحا ّلاا  تهارثع 
Maafkanlah kekel;iruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali 




       Menurut al-Mawardi yang dimaksud orang baik yang tergelimcir dalam 
kesalahan dapat dilihat dari dua sudut,yaitu yang melakukan dosa kecil dan 
melakukan kesalahan kemudian bertaubat.
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Menurut Imam Syafi’i bahwa takzir itu hanya suatu kebolehan saja 
bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu dikalangan fuqaha terjadi perbedaan 
pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa pemaafan itu tidak 
boleh apabila takzir itu berhubungan dengan hak Allah, seperti meninggalkan 
shalat dan menghina para sahabat, maka pelaku harus dijatuhi hukuman. 
Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemaafan itu sah saja 
diberikan pada orang yang tampak menyesali perbuatannya dan bertaubat dari 
kejahatan yang dilakukannya. Apabila takzir berkaitan dengan hak campuran, 
yaitu hak perorangan dan hak jamaah, bila korban memaafkan, maka tinggal 
satu hak lagi, yaitu hak jamaah, maka ulil amri masih boleh menghukumnya 
atau memaafkannya. 
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Taubat adalah menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan 
jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat dan 
rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Sedangkan bila 
berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indikator lagi, 
yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada 
korban. 
Menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali menyatakan bahwa 
taubat dapat menghapuskan hukuman. Alasan yang dikemukakannya ialah 
bahwa al-Qur’an menyatakan hapusnya hukuman hirabah karena taubat, 
kalau taubat dapat menghapuskan hukuman jarimah yang paling berbahaya, 
maka lebih-lebih lagi untuk jarimah yang lainnya. 
Menurut Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi’iyah, dan Ahmad 
taubat itu tidak dapat menghapuskan hukuman takzir karena takzir itu 
merupakan kaffarah dari suatu maksiat atau penebus kesalahan.108 
Apabila dihubungkan dengan remisi yang mempunyai pengertian 
pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan 
anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan.
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 Maka hal ini mempunyai kesamaan teori dengan 
hukuman takzir dalam hal pemaaf sebagaimana dalam buku Abdurrahman al-
Maliki mengenai Sitem Sanksi dalam Islam, bahwa ulil amri berhak 
memberikan pemaafan secara mutlak dalam takzir, baik memberikan 
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pemaafan secara  keseluruhan, dan memberikan pemaafan hanya sebagian 
atau keringanan. Seperti halnya remisi memberikan keringanan berupa 
potongan hukuman bagi terpidana dari jumlah hukuman awal ditetapkan. 
Dalam sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
terdapat sanksi penjara baik penjara terbatas maupun yang tidak terbatas. 
Penjara yang tidak terbatas adalah penjara seumur hidup sampai terpidana 
meninggal atau sampai terpidana bertaubat. Hukuman penjara yang dibatasi 
sampai terhukum bertaubat ini untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan 
Lembaga Pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum 
yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. 
Maka dari itu tujuan diadakannya Lembaga Pemasyarakatan adalah 
untuk membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar baik ketika 
di dalam LAPAS maupun dikehidupan yang lebih luas yaitu kembali ke 
masyarakat setelah menjalani masa pidananya. Salah satunya yaitu perlu 
dibangun pembinaan dengan membangun aspek keagamaan terutama 
dibidang ketawakalan. Dengan ketawakalan agar terpidana selalu 
meningkatkan perilaku untuk selalu berbuat sabar, bersyukur, dan bertaubat 
untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. 







































1. Dalam ketentuan remisi pada pelaku pencabulan menurut Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 bahwa kasus pencabulan 
memang tidak dijelaskan secara detail di dalam Keppres tersebut, namun 
dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap narapidana dan 
anak pidana dapat diberikan remisi apabila dia berkelakuan baik. Karena 
remisi adalah suatu hak yang harus diperoleh oleh narapidana yang diberikan 
oleh negara. Tidak ada yang boleh melanggar hak tersebut karena itu adalah 
suatu hak yang telah di tetapkan oleh undang-undang sebagaimana dalam 
peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi pada terpidana 
pencabulan, pemaaf dalam takzir yang berkaitan dengan hak Allah sangat 
bergantung pada kemaslahatan. Bila ulil amri melihat adanya kemaslahatan 
yang lebih besar dengan pemberian maaf dari pada pelaku dijatuhi hukuman, 
maka ulil amri dapat memberikan pemaafannya. Penjara yang tidak terbatas 
adalah penjara seumur hidup sampai terpidana meninggal atau sampai 
terpidana bertaubat. Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum 
bertaubat ini untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan Lembaga



































Pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti 
ada tanda-tanda telah bertaubat. 
 
B. Saran  
Dalam penegakan hukum di Indonesia setiap orang yang bersalah akan 
diberikan hukuman penjara dalam hukum pidana, kecuali kejahatan-kejahatan 
tertentu yang dianggap berat. Semua pelaku pidana yang diberi hukuman penjara 
mereka pasti mendapatkan remisi. Namun dalam hal kekerasan seksual yang 
sangat merusak moral dan merusak mental korban kurang menjerakan bagi pelaku 
yang dihukum lalu masih mendapatkan potongan hukuman. 
1. Adapun remisi adalah suatu hak yang harus diberikan pada terpidana, 
setidaknya bagi pelaku yang satu ini remisi tidak diberikan secara 
keseluruhannya melainkan sebagian, seperti pada hari besar agamanya saja. 
Karena memandang kejahatan seksual adalah berlatar belakangkan hawa 
nafsu yang kapan saja hawa nafsu itu kembali apabila tidak diimbangi dengan 
hukuman yang berat. 
2. Masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai moral dan alat yang dapat 
berperan aktif bagi negara sebaiknya harus berfikir secara jernih agar dapat 
menegakkan hukum secara adil dengan memandang realita yang terjadi. 
Sehingga tidak merugikan bagi si korban dan memberikan hukuman yang 
setimpal bagi pelaku. 
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